KEMENTERIAN PERUMAHAN _—
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  F

Jakarta, 20 Februari 2026

RINCIAN PROGRES PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DI KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Biro Hukum
. Sekretariat Jenderal
K_em terian Perumahan dan Kawasan Permukiman
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BIRO HUKUM

2025

Jenis Produk

Progres

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Target

penyelesaian

1 Permen
2 Permen
3 Permen
4 Permen

PerMen PKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum
PerMen PKP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Advokasi Hukum

PerMen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan
Rumah

PerMen PKP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PerMen PKP Nomor 5 Tahun
2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta
Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

26 Maret 2025

22 April 2025

22 April 2025

21 Juli 2025



BIRO HUKUM R TeRIAN EERUMARAN
2025

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

PerMen PKP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit )
5 Permen Terbit 22 Agustus 2025
Program Perumahan

Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
6 Kepmen PUPR Nomor 22/KTPS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Terbit 17 April 2025 -
Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Wewenang dan ) )
7 Kepmen . Terbit 31 Juli 2025 -
Fungsi Tertentu

SK Sekjen Nomor 345/2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi .
8 SK . . Terbit 18 Desember 2025
Hukum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIRO HUKUM
2026

No

Jenis Produk

Permen

SK

SK

Progres

Permen PKP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan

Terbit
dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah
SK Sekjen Nomor 25 Tahun 2026 tentang Program Legislasi Kementerian Perumahan dan Terbit
Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026
SK Sekjen Nomor 07 Tahun 2026 tentang Tim Pengukur Indeks Kualitas Kebijakan Terbit

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

13 Januari 2026

04 Februari 2026

14 Januari 2026

Target
penyelesaian




BIRO KEUANGAN T RIAN PERUMATIAN
2025

Target
No Jenis Produk &

Progres Keterangan

penyelesaian

SE Sekjen Nomor 05/2025 tentang Mekanisme Pendaftaran Akun INAPROC Bagi Kuasa
1 SE Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Terbit 26 Mei 2025
Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

2 SK SK Sekjen Nomor 324/2025 tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) Sekretariat Jenderal Terbit 2 Desember 2025



BIRO KEUANGAN
2026

\\[o)

Jenis Produk

RSE

RSK

RSE

RSE

RSK

RSE Sekjen tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman

RSK Sekjen tentang pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman

RSE Sekjen tentang Batas Waktu Pengajuan Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan
dan Hibah BMN serta Konsekuensi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjutnya

RSE Sekjen tentang Penyelesaian Kerugian Negara

RSK Sekjen tentang Pelimpahan Kewenangan

Progres

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Perlu dirapatkan ulang dengan Biro
Keuangan dan BMN terkait substansi

Target
penyelesaian

2026

2026

2026

2026

2026



BIRO KOMUNIKASI PUBLIK S —
2025

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

1 Kepmen KepMen PKP Nomor 15/2025 tentang Penetapan Logo Kementerian Terbit 21 Februari 2025

SE Sekjen Nomor 17/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di .
2 SE . ] Terbit 1 Desember 2025
kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Sekjen Nomor 03/2025 tentang Panduan Penggunaan Logo Kementerian Perumahan .
3 SE . Terbit 4 Maret 2025 -
dan Kawasan Permukiman

SE Sekjen Nomor 08/2025 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
4 SE (e-Office) sebagai Aplikasi Naskah Dinas Elektronik dan Presensi di Kementerian Terbit 2 Juni 2025 -
Perumahan dan Kawasan Permukiman

5 SK SK Sekjen Nomor 119/2025 tentang tim pengelola SP4N LAPOR Terbit 23 Mei 2025

SE Sekjen Nomor 09/2025 tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian . .
6 SE Terbit 9 Juli 2025 -

Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIRO KOMUNIKASI PUBLIK
2026

No

Jenis Produk

RPermen

RSE

RSK

RSK

RSE

SK

RPM PKP tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

RSE Sekjen tentang Pedoman Pengelolaan Platform Digital

RSK Sekjen tentang PPID tentang penetapan informasi yang wajib dikecualikan

RSK Sekjen tentang PPID tentang penetapan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan

RSE Sekjen tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Publik

SK Sekjen Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Progres

Finalisasi Draf

Pengkajian draf

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

pengkajian draf

Terbit

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Proses koreksi Rapermen PKP (IP: 8

Juli 2025)

13 Januari 2026

Target
penyelesaian

Semester |1 2026

Semester Il 2026

Semester | 2026

Semester | 2026

Semester Il 2026



BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA ——
2025

. Target
Jenis Produk Progres Keterangan

penyelesaian

PerMen PKP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan . .
1 Permen o ) Terbit 9 Mei 2025 -
Perjanjian Kerja Sama

PerMen PKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi .
2 Permen . e . . Terbit 15 Desember 2025
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

PerMen PKP Nomor 14 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan .
3 Permen . Terbit 10 Desember 2025
Kawasan Permukiman 2025-2029

Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan,

4 Kepmen Terbit 17 maret 2025 -

dan Pesisir Dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah
5 SE SE Sekjen Nomor 16/2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Terbit 27 November 2025

SK Sekjen Nomor 330/2025 tentang tim Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang .
6 SK Terbit 04 Desember 2025

Perumahan Rakyat di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SK Sekjen Nomor 347/2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan .
7 SK Terbit 19 Desember 2025

Pelonggaran Giro Wajib Minimum pada Sektor Perumahan

SK Sekjen Nomor 355/2025 tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian .
8 SK Terbit 30 Desember 2025

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025



BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA ——
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

. Pengkajian
1 RSE RSE Sekjen tentang Perencanaan dan Penganggaran . 2026
substansi

SK Sekjen Nomor 30 Tahun 2026 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja . .
2 SK . . . . Terbit 9 Februari 2026
Instansi Pemerintah di Kementerian PKP

SK Sekjen Nomor 29 Tahun 2026 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja . .
3 SK ) ) . ) Terbit 9 Februari 2026
Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal

SE Sekjen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Sistem . .
4 SE o L Terbit 9 Februari 2026
Akuntabilitas Kinerja

Hasil koreksi Biro Hukum telah

RSK Sekjen tentang Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Perumahan dan Kawasan . disampaikan ke Pemrakarsa, akan
5 RSK ) Pengkajian draf ] ] 2026
Permukiman dilaksanakan pembahasan lanjutan
bersama pemrakarsa
. . . Finalisasi produk .
6 RSK RSK Sekjen tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 Proses paraf sirkular 2026

hukum



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORTALA —
2025

Target

Jenis Produk Progres Keterangan penyelesai

an

SE Sekjen Nomor 13/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Sistem .
1 SE Terbit 28 Oktober 2025

Kerja, Serta Pengaturan Pakaian Kerja

PerMen PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian .
2 Permen . Terbit 31 Desember 2024 -
perumahan dan Kawasan Permukiman

PerMen PKP nomor 17 tentang Perubahan atas PerMen PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang .
3 Permen Terbit 30 Desember 2025 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian perumahan dan Kawasan Permukiman

PerMen PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis .
4 Permen . . . Terbit 26 Maret 2025 -
di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

PerMen PKP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
5 Permen Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Terbit 31 Juli 2025 -
Permukiman

6 SK SK Sekjen nomor 338 tentang Persemayaman dan Pemakaman ASN di Kementerian PKP Terbit 12 desember 2025



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORTALA —
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

SE Sekjen Nomor 04/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perumahan .

7 SE . . . . . . . Terbit 17 Maret 2025 -
dan Kawasan Permukiman pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H

SE Sekjen Nomor 06/2025 tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun

8 SE . . . Terbit 28 Mei 2025 -
2025 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Sekjen Nomor 18/2025 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di .
9 SE . . Terbit 11 Desember 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SK Sekjen Nomor 06/2025 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemberian Besaran . .
10 SK ] o . ) . Terbit 30 Januari 2025
Tunjangan Kinerja pegawai ASN di Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025

SK Sekjen Nomor 351/2025 tentang Perubahan ketiga atas SK Sekjen Nomor 227/2025
11 SK tentang Nama Jabatan,Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja di Terbit 24 Desember 2025
Kementerian PKP



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORTALA
2026

\[o}

Jenis Produk

RPerpres

RPermen

RSE

RSE

RKepmen

RKepmen

RSK

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun
2024

RPM Perubahan atas Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

RSE Sekjen tentang Pencantuman Gelar Akademik dan Gelar Profesi

RSE Sekjen tentang Pola Karir di Kementerian PKP

Rkepmen PKP tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian PKP

RKepMen PKP tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri PKP

RSK Sekjen tentang penetapan waijib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Progres

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian draf

Finalisasi produk
hukum

Finalisasi draf

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Penyesuaian Tugas dan Fungsi Unit
Eselon |

Penyesuaian tugas dan fungsi UPT
sesuai hasil evaluasi Kelembagaan
Kementerian PKP

Pembahasan substansi oleh
pemrakarsa

Prinsip,bentuk, peta dan jalur karier
PNS

Penyampaian hasil koreksi ke Biro
SDMO

Rapat kritis eselon | sudah

dilaksanakan, perbaikan format dan
substansi

Finalisasi draf

Target
penyelesaian

2026

2026

2026

2026

2026



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORTALA ——
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

. . . Pengkajian Pembahasan substansi oleh
8 RSE RSE Sekjen tentang Pencantuman Gelar Akademik dan Gelar Profesi .
substansi pemrakarsa
) o . Finalisasi produk ND Permohonan Penetapan oleh
9 RSK RSK Sekjen tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian PKP . 2026
hukum Sekjen
. . . Pengkajian
10 RSK RSK Sekjen tentang Pemberhentian Pegawai . 2026
substansi
. L Pengkajian
11 RSK RSK Sekjen tentang Hukuman Disiplin . 2026
substansi
12 RSE RSE Sekjen tentang Pemberian Penghargaan Pengkajian draf 2026
13 RSE RSE Sekjen tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Pengkajian 2026
Kementerian PKP substansi
. L Pengkajian
14 RSK RSK Sekjen tentang Hukuman Disiplin . 2026
substansi

. . . . o Hasil reviu sudah dikirimkan, terdapat
15 RSE RSE Sekjen tentang Pengelolaan Tugas Belajar di Kementerian PKP Finalisasi draf . . 2026
perbaikan kembali oleh pemrakarsa



BIRO UMUM AN R
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

1 SE SE Sekjen Nomor 01/2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Terbit 30 Januari 2025 -

SE Sekjen Nomor 14/2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan dan .
2 SE ) Terbit 18 November 2025
Kawasan Permukiman



BIRO UMUM AN R
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

. . . Pengkajian Biro Hukum menyampaikan masukan 2026
1 RSE RSE Sekjen Tentang Klasifikasi Arsip .
substansi ke Pemrakarsa
. o . Pengkajian .
2 RSE RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis . 2026 (tentatif)
substansi
. . e o Pengkajian .
3 RSE RSE Sekjen tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis substansi 2026 (tentatif)
. . . Pengkajian .
4 RSE RSE Sekjen tentang Jadwal Retensi Arsip . 2026 (tentatif)
substansi



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA N KAV ASAN PERVIOHIMAN
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

Kepmen Nomor 112/2025 tentang Tim Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Pengadaan

1 Kepmen o ) ) Terbit 08 Juli 2025 -
Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepmen Nomor 84/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa . .
2 Kepmen . . Terbit 01 Mei 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
SE Sekjen Nomor 05/2025 tentang Mekanisme Pendaftaran Akun INAPROC Bagi Kuasa
3 SE Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Terbit 26 Mei 2025

Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA T RIAN PERUMATIAN
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

1 RKepmen RKepmen tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pengkajian Triwulan IV
P Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman substansi 2026
RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Rencana Umum Pengadaan di Pengkajian )
2 RSE . . . . Triwulan 11 2026
Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman substansi
. . . . . Pengkajian )
3 RSE RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis e-Purchasing pada Katalog versi 6 Triwulan 111 2026

substansi



PPSDM AN R
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

SE Sekjen Nomor 10/2025 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di

1 SE ) ] Terbit 18 Juli 2025 -
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 SE SE Sekjen Nomor 15/2025 tentang Manajemen Talenta ASN di Kementerian PKP Terbit 25 November 2025
SE Sekjen Nomor 19/2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai
3 SE J o / . g y g8 8 8 . P 8 Terbit 29 Desember 2025
Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
SE Sekjen Nomor 20/2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara .
4 SE Terbit 29 Desember 2025

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Sekjen Nomor 21/2025 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian .
5 SE - Terbit 29 Desember 2025
Perumahan dan Kawasan Permukiman



PPSDM AN R
2026

. Target
Jenis Produk Progres Keterangan

penyelesaian

SE Sekjen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan di . .
1 SE ) ) Terbit 08 Januari 2026
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

L Pengkajian Pembahasan bersama butir
2 RKepmen RKepmen tentang Standar Kompetensi Bidang PKP . .
Substansi kompetensi
. . Pengkajian
3 RSE RSE tentang Corporate University . 2026
substansi
4 RSE RSE Sekjen tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengkajian 2026
Perumahan substansi
. . Pengkajian
5 RSE RSE Sekjen tentang perencanaan pengembangan kompetensi . 2026
Substansi
. ) . . Pengkajian
6 RSE RSE Sekjen tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan Substansi 2026



PUSDATIN AN R
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk

Progres Keterangan

SE Sekjen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Manajemen Keamanan Informasi dan

1 SE Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Terbit 28 Januari 2026
Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPM PKP tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Pengkajian

2 RPermen . . 2026
Perumahan dan Kawasan Permukiman substansi



INSPEKTORAT JENDERAL e Ean
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

SE Irjen Nomor 07 tentang Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran .
1 SE ) ) ) ) Terbit 11 September 2025
Kementerian/Lembaga di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Irjen Nomor 06 tentang Pedoman Pengumpulan Data Pengawas Intern dalam rangka

. . Terbit 11 September 2025 -
Penyusunan lkhtisar Hasil Pengawasan

SE Irjen Nomor 08 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat .
) Terbit 11 September 2025 -
Jenderal Kementerian PKP

SE Irjen Nomor 09 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Inspektorat Jenderal .
4 SE . Terbit 11 September 2025 -
Kementerian PKP

5 Permen PerMen PKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Terbit 9 Mei 2025 -

PerMen PKP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanganan Melalui Whistleblowing System

6 Permen . . Terbit 15 Juli 2025 -
di Kementerian PKP
SE Itjen Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana induk Implementasi Pengawasan

7 SE Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Terbit 25 November 2025

Permukiman



INSPEKTORAT JENDERAL
2025

10

11

12

Jenis Produk

SE

SE

SE

SE

SE

SE Irjen Nomor 01 tahun 2025 tentang Pedoman Probity Audit
SE Irjen Nomor 02 tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Audit
SE Irjen Nomor 03 tahun 2025 tentang Pedoman Audit Investigasi

SE Irjen Nomor 04 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Audit

SE Irjen Nomor 05 tahun 2025 tentang Pedoman Reviu Revisi Anggaran

Progres

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

18 Juni 2025

25 Juni 2025

2 Juli 2025

14 Juli 2025

14 Juli 2025

Target
penyelesaian




INSPEKTORAT JENDERAL S ——
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

1 - RSE Irjen tentang Pedoman Reviu Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Serah Finalisasi proses finalisasi pemrakarsa sebelum 2026
Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Perumahan di Inspektorat Jenderal substansi ke biro hukum

RSE tentang Pedoman Audit Ketaatan atas Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas

2 RSE Penyusunan draf 2026
Umum (PSU)

3 RSE RSE tentang Evaluasi Kinerja BSPS Penyusunan draf 2026

4 RSE Audit Ketaatan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Kementerian PKP Penyusunan draf 2026
. . Pengkajian

5 RSE RSE Irjen tentang pengawasan atas barang dan jasa . 2026
substansi
. ) . Pengkajian

6 RSE RSE Irjen tentang tata cara pemantauan rekomendasi hasil pengawasan eksternal substansi 2026



INSPEKTORAT JENDERAL T RIAN PERUMATIAN
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

Penyampaian draf dari Inspektorat
RPM PKP tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan B Jenderal ke Biro Hukum pada 26
7 RPermen ) Pengkajian draf ) ) 2026
Permukiman Januari 2026 berdasarkan Nota Dinas

Nomor 24/ND/1j.05/2026

) o ) ) Pengkajian

8 RSE RSE Irjen tentang penjaminan kualitas pengawasan intern . 2026
substansi
. . Pengkajian

9 RSE RSE Irjen tentang pelaksanaan program dan kegiatan . 2026
substansi



DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN F——
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

Permen PKP nomor 18 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan . -
1 Permen L Terbit 31 December 2025
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan

PerMen PKP Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta . .
2 Permen . - ) Terbit 22 April 2025 -
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Instruksi Menteri PKP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Satu Juta .
3 InMen L . Terbit 15 Maret 2025 -
Rumah di Wilayah Pesisir dalam Rangka Melaksanakan Program 3 Juta Rumah

SK Dirjen KP Nomor 134/KPTS/Dp/2025 tentang Lokasi Kabupaten/Kota Kegiatan )
4 SK . ) . o Terbit 01 Agustus 2025 -
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Pesisir Tahun Anggaran 2025

SE Dirjen KP Nomor 19/SE/Dp/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan ] )
5 SE . A . Terbit 10 Februari 2025 -
Pertanggungjawaban Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

SE Dirjen KP Nomor 40/SE/Dp/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sistem )
6 SE . ] ) Terbit 11 Maret 2025 -
Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG)

SK Dirjen KP Nomor 20/KPTS/Dp/2025 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan
7 SK Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Terbit 24 Februari 2025 -
Penghuni Satuan Rumah Susun Dan Pengelolaan Rumah Susun Milik



DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN
2025

No

10

11

12

13

Jenis Produk

SK

SK

SK

SK

SK

Kepmen

SK Dirjen KP Nomor 88/KPTS/Dp/2025 tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Tingkat
Unit Eselon | Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman

SK Dirjen KP Nomor 108/KPTS/Dp/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Penerima
Kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Tahun 2025 (PSU)

SK Dirjen KP Nomor 132/KPTS/Dp/2025 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas Sanitasi
Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025

SK Dirjen KP Nomor 185/KPTS/Dp/2025 tentang Lokasi Desa/Kelurahan Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Pesisir Tahun Anggaran 2025

SK Dirjen KP Nomor 215/KPTS/Dp/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 139/KPTS/Dp/2025 tentang Perubahan
atas Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 132/KPTS/Dp/2025 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas
Sanitasi Rumah dan Peningkatan Kualitas Permukimah Kumuh Tahun Anggaran 2025
[Peraturan Baru]

Kepmen PKP nomor 113 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya

Progres

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

2 Juni 2025

3 Juli 2025

01 Agustus 2025

30/09/2025 (terdapat revisi)

20 Oktober 2025

15 Juli 2025

Target
penyelesaian




DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN F——
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

RPM PKP tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Pengkajian .

1 RPermen . . Telah dilaksanakan rapat pembahasan 12/2026
dan Bidang Perumahan Rakyat substansi
RPM PKP tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pengkajian .

2 RPermen ) ) Proses pendelegasian 12/2026
Permukiman substansi

RPM PKP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh o .
3 RPermen . Finalisasi draf Pengecekan draf oleh Biro Hukum 2026
dan Permukiman Kumuh

. Pengkajian
4 RPermen RPM PKP tentang Revisi PermenPera 10/2010 tentang acuan pengelolaan rumah tapak cubstansi 09/2026
5 RPermen RPM PKP tentang Pembinaan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen Pengkajian draf Rapat konsinyasi terkait kor\sep5|
Rapermen pada 14 Januari 2026
Pengkajian
6 RKepmen RKepMen PKP tentang Tim Sertifikasi Asosiasi (Turunan Permen PBBR) gkal . Me““”ggﬁ‘ .Permen PKP tentang 2026
substansi Perizinan Berusaha
Penekaiian Telah dilaksanakan rapat pembahasan
[
7 RKepmen RKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Rencana Tapak dan Lantai Perumahan S bgstajns' kedua konsep RKepmen pada 10 12/2026
u i
Desember 2025
. Pengkajian . . .
8 RKepmen RKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat <ubstansi Perlu konfirmasi Dit. Teknis 12/2026



DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN F——
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

RKepmen PKP tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Finalisasi Produk

9 RKepmen Proses paraf sirkular

Tahun Anggaran 2026 Hukum
Proses paraf lembar kendali,
10 RSE SE Dirjen tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan Finalisasi draf =~ menunggu balasan dari TKPR terkait -
pengampu SE

RSE Dirjen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengkajian .

11 RSE ) ) Triwulan IV 2026
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman substansi

1 Peraturan Menteri PKP/Surat Edaran Menteri PKP/Keputusan Menteri PKP tentang Jenis produk hukum akan dibahas 2026
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Perumahan lebih lanjut

13 Keputusan Menteri PKP/Surat Edaran Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Tata Cara Telah dilaksanakan rapat pembahasan 2026
Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1 kali

Keputusan Menteri PKP/Surat Edaran Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Panduan . .
. ) Jenis produk hukum akan dibahas
14 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 2026

. lebih lanjut
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
1s Keputusan Menteri PKP/Surat Edaran Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Pedoman Jenis produk hukum akan dibahas 2026
Penyusunan, Penetapan dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman lebih lanjut



DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN

2025

No Jenis Produk

Progres

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Target

penyelesaian

1 Kepmen
2 SE
3 SK
4 SK
5 SK
6 SK
7 SK

Keputusan Menteri PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang Besaran Nilai Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2025

SE Dirjen Perdesaan Nomor 09/SE/Dd/2025 tentang tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Layanan Katalog Rumah Layak Huni di Perdesaan

SK Dirjen Perdesaan Nomor 14/KPTS/Dd/2025 tentang Lokasi dan Alokasi BSPS
Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025

SK Dirjen Perdesaan Nomor 26/KPTS/Dd/2025 tentang Penugasan Pegawai/ASN Guna
Pendataan Kegiatan Perumahan Perdesaan sesuai Delineasi pada Direktorat Jenderal
Perumahan Perdesaan Kementerian PKP

SK Dirjen Perdesaan Nomor 119/KPTS/Dd/2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi
Usulan Pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus serta PSU TA 2025

SK Dirjen Perdesaan Nomor 132/KPTS/Dd/2025 tentang Lokasi Kabupaten Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perdesaan Tahun Anggaran 2025

SK Dirjen Perdesaan Nomor 133/KPTS/Dd/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Tahun
Angaran 2025

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

7 Agustus 2025

22 Oktober 2025

26 Maret 2025

15 April 2025

28 Juli 2025

4 Agustus 2025

4 Agustus 2025



DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN F——
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres

Keterangan

- Terdapat perubahan judul
RPermen berdasarkan Nota
1 RPermen RPM PKP tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Berbasis Kawasan Pengkajian draf Dinas Nomor 2026
55/ND/Dd.01/2026
- Penyusunan draf

5 RSE RSE Dirjen Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Penyediaan, Penatausahaan dan Pengkajian Menunggu konfirmasi dari Ditjen 2026
Pengelolaan Komponen Pra Cetak Untuk Mendukung Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana substansi Perdesaan
Koreksi draf dan menunggu
RKepmen tentang Satuan Tugas Monitoring Pembangunan 2.200 Rumah Provinsi Papua . penerbitan Rinpres pembangunan
3 RKepmen Pengkajian draf . o
Pegunungan 2.200 Rumah di Provinsi Papua

Pegunungan



DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN
2025

No

Jenis Produk

Kepmen

SK

SE

SE

SK

SK

KepMen PKP Nomor 147/KPTS/M/2025 terkait Kriteria Pelaku Usaha Penerima KPP
Penerima serta Jenis dan Bentuk Rumah Objek Kredit Program Perumahan

SK Dirjen Perkotaan Nomor 18/KPTS/Dk/2025 tentang Forum Komunitas Rumah Subsidi

SE Dirjen Perkotaan Nomor 01/SE/Dk/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitas
Kredit Program Perumahan

SE Dirjen Perkotaan Nomor 02/SE/Dk/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kredit
Program Perumahan

SK Dirjen Perkotaan Nomor 14/KPTS/Dk/2025 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten/Kota
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perkotaan Tahun Anggaran
2025

SK Dirjen Perkotaan Nomor 17/KPTS/Dk/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen
Perkotaan Nomor 14/KPTS/Dk/2025 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten/Kota Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perkotaan Tahun Anggaran 2025

Progres

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

30 September 2025

25 Agustus 2025

01 Oktober 2025

31 Oktober 2025

04 Agustus 2025

20 Agustus 2025

Target
penyelesaian




KEMENTERIAN PERUMAHAN

DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN TR .
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

RPM PKP tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan . .
1 RPermen Konsultasi publik 2026
Gedung Satuan Rumah Susun

RKepMen PKP tentang Besaran Harga Jual, Luas Lantai, Suku Bunga dan Jangka Waktu
2 RKepmen Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah untuk Satuan Rumah Susun dalam Pelaksanaan Finalisasi draf Proses paraf sirkular 2026
Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

. Finalisasi produk .
3 RKepmen Rkepmen tentang Pembentukan satuan tugas percepatan penyediaan perumahan Proses paraf sirkular 2026

hukum

4 RKepmen RKepMen PKP tentang Subsidi Harga Tanah dan Sewa Tanah untuk Hunian bagi MBR Pengkajian draf 2026




KEMENTERIAN PERUMAHAN

DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN S
2026

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

RSE Dirjen Perkotaan tentang Skema Pembiayaan Rumah Susun, Rumah Tapak Subsidi .
5 RSE Pengkajian draf 2026
(KPR, KRR, KBR)

6 RSE RSE Dirjen Perkotaan tentang Penyiapan Lahan Pengkajian draf Akan diturunkan ke dalam 3 SOP 2026

RSE Dirjen Perkotaan tentang Mekanisme Koordinasi Pemanfaatan Lahan Aset untuk .
7 RSE Pengkajian draf 2026
Pembangunan Perumahan

RSE Dirjen Perkotaan tentang Revisi SE 02/SE/DK/2025 tentang Petunjuk Teknis B
8 RSE . Pengkajian draf 2026
Pengelolaan Kredit Program Perumahan (KPP)

RSE Dirjen Perkotaan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam .
9 RSE o . Pengkajian draf 2026
Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

RSK Dirjen Perkotaan tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran B
10 RSK ) o Pengkajian draf 2026
Tunjangan Kinerja



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO

2025

Jenis Produk

Progres

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Target
penyelesaian

1 Permen
2 Permen
3 RPermen
4 Kepmen
5 Kepmen

PerMen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PerMen PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan
Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Permen PKP nomor 16 tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kepmen PKP Nomor 113/2025 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya

Kepmen PKP Nomor 159/2025 Pencabutan Kepmen Nomor 023 Tahun 2025 tentang
Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

Terbit

18 Juli 2025

18 Juli 2025

30 desember 2025

15 Juli 2025

15 Desember 2025



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO DANKAWASAN PERMUKIMAN
2025

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

SE Dirjen TKPR Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik

) Terbit 21 Juli 2025 -
Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Dirjen TKPR Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan ] )
7 SE . Terbit 21 Juli 2025 -
Pengembangan Permukiman

SE Dirjen TKPR Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan

8 SE Terbit 21 Juli 2025 -
Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
SE Dirjen TKPR N 04/SE/Dt/2025 tent Petunjuk Teknis P | P

9 . irjen omor 04/SE/Dt/ entang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Terbit 21 Juli 2025 i}
Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

10 SE SE Dirjen TKPR Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Rumah Khusus Terbit 21 Juli 2025 -
SE Dirjen TKPR Nomor 06/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona .

11 SE Terbit 04 September 2025 -

Integritas Di Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN

DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO S
2025

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

SE Dirjen TKPR Nomor 07/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi
Bantuan Uang Muka

12 SE Terbit 30 September 2025 -

SE Dirjen TKPR Nomor 08/SE/Dt/2025 tentang Tata Cara Pengendalian

13 SE Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Terbit 30 September 2025 -
Berpenghasilan Rendah

SE Dirjen TKPR Nomor 09/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Manajemen Risiko

14 SE Terbit 2 Desember 2025



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO R
2026

Target
penyelesaian

\[o] Jenis Produk Progres Keterangan

Surat Penyampaian kembali RInpres

Rancangan Instruksi Presiden tentang Pembangunan 2200 Rumah di Provinsi Papua Finalisasi produk . .
1 RInpres telah ditanda tangan Menteri PKP dan 12/2025
Pegunungan hukum o
dikirimkan ke Setneg
Arahan dari Menteri PKP untuk
. . Pengkajian mengkaji ulang terkait dengan sumber
2 RPM RPM PKP tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau . 2026
substansi pendanaan, Surat Nomor
HK0101-DT/144
) - RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Housing Queue Pengkajian 2026
melalui platform Lentera Hijau substansi
.. . . Pengkajian
4 RSE RSE Dirjen TKPR tentang Pendampingan Penyelenggaraan Kredit Program Perumahan cubstansi 2026
s - RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus di Pengkajian 5026
Provinsi Papua Pegunungan substansi



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO R
2026

Target
penyelesaian

\[o] Jenis Produk Progres Keterangan

. . . Pembentukannya Tentatif dan akan
Rancangan SE Menteri tentang Mekanisme Kemitraan dan Penyelenggaraan Perumahan L . . . .
6 RSE Men . Finalisasi draf dibahas ulang sebagai lanjutan dari
dan Kawasan Permukiman o
pembahasan forum Kritis Eselon |

7 . RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Risiko dan Pendampingan Pengkajian 2026
Oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko substansi

RSE Dirjen TKPR tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan

) o ) ] Pengkajian
8 RSE Pengendalian Risiko Nomor: 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan substansi 2026
u i
Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
9 RSE RSE Dirjen TKPR tentang Perubahan atas SE Dirjen TKPR Nomor: 02/SE/Dt/2025 tentang Pengkajian 2026
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman substansi
RSE Dirjen TKPR tentang Perubahan atas SE Dirjen TKPR Nomor: 04/SE/Dt/2025 tentang Pengkajian .
10 RSE ) . ) Proses koreksi draf 2026
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya substansi
Pengkajian

RSE Dirjen TKPR tentang Perubahan atas SE Dirjen TKPR Nomor: 03/SE/Dt/2025 tentang .
11 RSE ) . substansi 2026
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

1 RSE RSE Dirjen TKPR tentang Perubahan atas SE Dirjen TKPR Nomor: 05/SE/Dt/2025 tentang Pengkajian 2026
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus substansi



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO
2026

\\[o)

13

14

15

16

17

18

Jenis Produk

RSE

RSE

RSE

RSE

RSE

RKepmen

RSE Dirjen TKPR tentang Instrumen Keterbukaan, Publik, Transparansi dan Akuntabilitas.

RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas pada Unit Pelaksana Teknis

RSE Dirjen TKPR tentang Pedoman Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi
Papua Pegunungan

RSE Sekjen tentang Mekanisme Analisis dan/atau Reviu Terhadap Penetapan
Program/Kegiatan Strategis Lainnya di Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Rkepmen PKP tentang Satuan Tugas Fasilitasi Perizinan Pengembang Rumah Subsidi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Progres

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Pengkajian
substansi

Finalisasi produk
hukum

Pengkajian draf

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Unor dan Uker akan menyampaikan
masukan ke Dirjen TKPR

Proses pembahasan awal

Proses pembahasan eselon |

Target
penyelesaian

2026

2026

2026

2026



STAF AHLI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2026

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

. Pengkajian Telah dilaksanakan rapat
1 RUU RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman . . 2026
substansi pemantapan konsepsi
Menunggu RUU
Menunggu Perumahan dan
Menunggu RUU Perumahan dan
. penetapan . . Kawasan
2 RPP RPP tentang Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman menjadi .
peraturan Permukiman
Undang-Undang ..
perundangan menjadi
Undang-Undang
. Finalisasi Telah dilaksanakan rapat pembahasan
3 RPerpres RPerpres tentang Program Pembiayaan Perumahan . 2026
substansi pada 31 Desember 2025
. . . Finalisasi produk .
4 RPermen RPM PKP tentang Kultur Berintegritas Pegawai PKP Proses paraf sirkular 2026

hukum



BELUM ADA PEMRAKARSA DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

Sudah dicabut melalui UU No 4 Tahun
Belum ada 2016, PP 25 Tahun 2020 jo. PP 21 -
Tahun 2024

PerMen PUPR Nomor 22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan

1 Abstain . e
Pegawai Negeri Sipil

Perlu pembahasan lanjutan terkait
] PerMen PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
2 Abstain . . . Belum ada kebutuhan adanya pembaharuan -
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman p .
ermen ini

Sudah diakomodir oleh beberapa
PerMen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan

3 Abstain . Belum ada produk hukum yang sudah terbit di -
Perumahan dan Kawasan Permukiman )
Kementerian PKP
. ) Perlu pembahasan lebih lanjut ke
. Keputusan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan . .
4  Abstain Belum ada pemrakarsa (Ditjen TKPR) terkait -

Perumahan Berbasis Tabungan )
pendelegasian kepmen



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TERIMA KASIH

Biro Hukum 2026




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN



BIRO KEUANGAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

RPM PKP tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan BMN Tidak jadi

1 RPermen . . . . Perubahan menjadi SK Sekjen -
di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diusulkan
5 RSE RSE Sekjen tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
BMN diusulkan Sekjen
. . Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
3 RSE RSE Sekjen tentang Pengelolaan Barang Milik Negara . . -
diusulkan Sekjen
. . . Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
4 RSE RSE Sekjen tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara . . -
diusulkan Sekjen
. . Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
5 RSE RSE Sekjen tentang Pelaksanaan Serah Terima Aset . . -
diusulkan Sekjen
. . . . Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
6 RSE RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara . . -
diusulkan Sekjen
. . ) ) o Tidak jadi Diubah menjadi surat keputusan SK
7 RSE RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Penjualan Barang Milik Negara . ) -
diusulkan Sekjen
. . Tidak Jadi
8 RSE RSE Sekjen tentang Sensus Barang Milik Negara .
Diusulkan
. . — . , . Tidak jadi
9 RSE RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut BMN yang Tidak Ditemukan diusulkan 2025



BIRO KOMUNIKASI PUBLIK DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

Tidak jadi

1 RKepmen RKepMen PKP tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diusuIJkan Dijadikan SK Sekjen
Tidak jadi

2 RSE RSE Sekjen tentang pelaksanaan pelayanan publik terpadu . J
diusulkan



BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA DANKAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

Tidak jadi
1 RSE RSE Sekjen tentang tim Penetapan Standar Pelayanan Minimal diusuljkan Diusulkan menjadi SK
5 RPermen RPM PKP tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tidak jadi
dalam Penyediaan Perumahan diusulkan
. Tidak jadi
3 RSE RSE Sekjen tentang Perencanaan dan Pemrograman . 2026
diusulkan
. Tidak jadi
4 RSE RSE Sekjen tentang Penyusunan Anggaran Tahunan . 2026
diusulkan
. Tidak jadi
5 RPermen RPM PKP tentang Standar Pelayanan Minimal . 2026
diusulkan
Tidak jadi
6 RSK RSK Sekjen tentang Gender Champion . ' digabung menjadi 1 SK
diusulkan



BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA DANKAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

. . Tidak jadi . L
7 RSK RSK Sekjen tentang Gender Champion . digabung menjadi 1 SK
diusulkan
. . Tidak jadi . o
8 RSK RSK Sekjen tentang Focal Point PUG . digabung menjadi 1 SK
diusulkan
. , , . Tidak jadi . .
9 RSK RSK Sekjen tentang Tim Pokja PUG Balai . digabung menjadi 1 SK
diusulkan
. . . Tidak jadi . o
10 RSK RSK Sekjen tentang Pokja PUG Kementerian . digabung menjadi 1 SK
diusulkan
. . . Tidak jadi . e
11 RSK RSK Sekjen tentang Tim Pokja | PUG . digabung menjadi 1 SK
diusulkan

RSE tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di . Lo
12 RSE ] ; ) Tidak jadi diusulkan
Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORTALA

[\ [o) Jenis Produk

Progres

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target

Keterangan .
penyelesaian

1 RPermen
2 RInMen
3 SE
4 SE
5 RSE
6 RSE

RPM PKP tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

RInmen PKP Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lain dalam Rangka Mendukung
Program 3 Juta Rumah

SE Sekjen Nomor 02/2025 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Penggunaan Pakaian Kerja di
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SE Sekjen Nomor 07/2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Sistem Kerja dan Pembayaran
Tunjangan Kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

RSE Sekjen tentang Penerapan Mekanisme Kerja Sesuai dengan Kebijakan
Penyederhanaan Birokrasi

RSE Sekjen tentang Kedisiplinan Pegawai

Tidak jadi
diusulkan
Tidak jadi

Diuslkan

Dicabut

Dicabut
Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Perubahan menjadi SE -

Proses penyusunan draf dengan
pemrakarsa

2025

3 Februari 2025 -

2 Juni 2025 -

Diubah menjadi keputusan sekjen



KEMENTERIAN PERUMAHAN
B I RO U M U M DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

Pengiriman ND dari Karo Umum ke
RPM PKP tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Tidak jadi Karo Hukum terkait permohonan

1 RPermen . . 2025
Permukiman diusulkan pembatalan rapermen, usulan

dijadikan SE Sekjen (IP: 26 Juni 2025)

. . Tidak jadi . o .
2 RPermen RPM PKP tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis diusulkan Diubah menjadi SE Sekjen -
iu
: P e Tidak jadi : o .
3 RPermen RPM PKP tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis diusulk Diubah menjadi SE Sekjen -
iusulkan
. Tidak jadi . o )
4 RPermen RPM PKP tentang Jadwal Retensi Arsip diusulkan Diubah menjadi SE Sekjen -



KEMENTERIAN PERUMAHAN
P PS D M DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

1 RSE RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Pembelajaran Tidak jadi
Sosial dan Pengalaman diusulkan
. . . . Tidak jadi
2 RSE RSE Sekjen tentang pengembangan kompetensi melalui pembelajaran formal .
diusulkan
. tidak jadi .
3 RPermen RPM PKP tentang Pengembangan Kompetensi ASN diusulkan Pembentukan tentatif



PUSDATIN AN R

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

RPM PKP tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Tidak jadi . Lo
1 RPermen . . Diusulkan menjadi SE
Perumahan dan Kawasan Permukiman diusulkan



INSPEKTORAT JENDERAL DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

. L Tidak jadi

1 RSE RSE Irjen tentang Laporan Kinerja .
diusulkan
. . Tidak jadi

2 RPermen RPM PKP tentang pedoman audit investigasi .
diusulkan
3 RSE RSE Irjen tentang Petunjuk Teknis Administrasi Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Tidak jadi

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diusulkan



DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN

\\[o}

Jenis Produk

RPerpres

RPerpres

RPerpres

RPermen

RPermen

RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2021 Tentang BP3

RPerpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Kepala
Badan Pelaksana, Direktur, dan Kepala Sekretariat BP3

RPerpres tentang Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Hunian Berimbang Penyerahan
Dana Hasil Konversi Kepada BP3, Pelaksanaan Pengelolaan Dana dan Tahapan
Pelaksanaan Tugas BP3

RPM PKP tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan
Penyelenggaraan Perumahan

RPM PKP tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana dan
Dewan Pengawas Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Progres

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Target
penyelesaian




DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN

\\[o}

10

11

12

13
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Jenis Produk

RPermen

RPermen

RKepmen

RSE Men

RSE

RPermen

RSK

RSE

RPM PKP tentang Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPM PKP tentang Mekanisme Tata Hubungan Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
BP3 di Daerah

RKepMen PKP tentang Forum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun di
Indonesia

Rancangan SE Menteri tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor
Perumahan

RSE Dirjen KP tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penanganan Kumuh dan Sanitasi Rumah

RPM PKP tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian
Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum

SK Dirjen KP tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
TA 2025

RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan
Pembiayaan Perumahan

Progres

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

Tidak jadi
diusulkan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Keterangan

Tidak jadi diusulkan

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.
B-500/MD-1/HK.03.000/09/2025

Diubah menjadi Kep Dirjen Kawasan
Permukiman

Diubah menjadi SE Sekjen

Tanggung jawab SE Juknis berpindah
ke Dirjen TKPR

Direkomendasikan ke Ditjen TKPR

Akan dibuat dalam bentuk surat
penetapan

Pembentukan BP3 tidak disetujui dan
dikembalikan melalui Surat
Mensesneg No.

Target
penyelesaian




KEMENTERIAN PERUMAHAN

DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

Rancangan Instruksi Menteri PKP tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan

; . Tidak jadi
1 RInMen Rumah Susun, Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana dan Penyediaan Komponen diusulkan - -
Rumah untuk Mitigasi Bencana di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
RSE Dirjen Perdesa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Bea Perolehan Hak
J € J L . Tidak jadi Akan dikoordinasikan lebih lanjut
2 RSE Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan . . -
diusulkan dengan Kemendagri

Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN

[\ [o) Jenis Produk

Progres

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Target

Keterangan .
penyelesaian

RKepMen PKP tentang Batasan Harga jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan

R . . Tidak jadi . .
1 RKepmen Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta Besaran Subsidi Bantuan diusulkan Digabung dengan RKepMen lainnya
Uang Muka Perumahan
RKepMen PKP tentang Batasan Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Satuan Rumah Susun Tidak jadi . i
2 RKepmen . Digabung dengan RKepMen lainnya
Umum diusulkan
RKepMen PKP tentang Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh
melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tidak jadi . .
3 RKepmen . . . ) . Digabung dengan RKepMen lainnya
Tapak Umum yang diperoleh Melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis diusulkan
Tabungan
. Tidak jadi o .
4 RKepmen RKepMen PKP tentang Forum Rumah Subsidi . Dijadikan Kep Dirjen
diusulkan
5 RPermen tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Tidak jadi
Rpermen ) . .
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diusulkan
. - . Tidak jadi
6 RPermen RPM PKP tentang Bantuan Biaya Administrasi untuk KPR FLPP .
diusulkan
. . . - Tidak jadi
7 RSK RSK Dirjen Perkotaan tentang Tim Satgas Forum Komunitas Rumah Subsidi diusulkan



DITJEN TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO DAN KAWASAN PERMUKMAN

Target
penyelesaian

No Jenis Produk Progres Keterangan

Arahan dari Menteri PKP untuk
mengkaji ulang terkait dengan sumber
pendanaan, Surat Nomor 2026
HK0101-DT/144
(IP: 11 Juni 2025)

RPM PKP tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak jadi

1 RPermen
Rendah diusulkan

. Perlu pembahasan lebih lanjut ke
Keputusan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan

2 RKepmen Belum ada emrakarsa terkait pendelegasian -
P Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan P P 8

kepmen

Tidak jadi

3 RSE RSE Dirjen TKPR tentang akuntabilitas program perumahan .
diusulkan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

STAF AHLI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, IPTEK,
INDUSTRI, DAN LINGKUNGAN

Target
penyelesaian

Jenis Produk Progres Keterangan

RPM PKP tentang Pengembangan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan dan Tanggap

Tidak jadi
1 RPermen Iklim/ Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PKP Ramah dius IJkan Digabung dengan peraturan lainnya -
iusu
Lingkungan
RPM PKP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak jadi . .
2 RPermen . . . Digabung dengan peraturan lainnya -
Ramah Lingkungan Hidup diusulkan
Tidak jadi ) .
3 RPermen RPM PKP tentang Penerapan Bangunan Perumahan Tahan Gempa diusulkan Digabung dengan peraturan lainnya -
) Tidak jadi . )
4 RPermen RPM PKP tentang Penerapan Desain Bangunan Perumahan Nusantara diusulkan Digabung dengan peraturan lainnya -
iusu
c RPermen RPM PKP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak jadi
Ramah Lingkungan Hidup, Ramah lklim, Tanggap Bencana, dan Pembiayaan diusulkan
6 REK RSK Sekjen tentang Pembentukan Satuan Tugas Lingkungan Hidup dan Perizinan pada Tidak jadi
Sektor Perumahan dan Subsektor Kawasan Permukiman diusulkan



